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Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah.
b. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan daerah belum dapat

menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (SIPD) berbasis Web, karena masih dalam tahap

Maintanance.
c. Bahwa Basil Virtual melalui Zoom meeting dengan Direktur

Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia tanggal 4 Januari 2021 mengintruksikan kepada

Pemerintah Daerah bahwa proses pembayaran Gaji dan

Tunjangan ASN, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulan Januari 2021

dilakukan secara manual.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tata
Cara Pembayaran Gaji Kepada Pegawai Negeri Sipil, Kepala

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATISUMBAWABARAT,

TENTANG

TATACARAPEMBAYARAN GAJl KEPADAPEGAWAINEGERI SIPIL,
KEPALADAERAH, WAKILKEPALADAERAH,PIMPINANDANANGGOTA
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHDENGANSISTEMMANUAL

DI LINGKUP PEMERINTAHDAERAH SUMBAWABARAT

PERATURANBUPATISUMBAWABARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

BUPATISUMBAWABARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARA T
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Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)'
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4340)'
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4400);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelo1aan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)'

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. UndaJ.1.g-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

1 .

Da fa W kil Kepala Daerah Dan Pimpinan dan Anggota

ewan P rwakilan Rakyat Daerah dengan Sistem Manual.

1\ ngingat
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Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD

adalah pengelolaan infonnasi pembangunan daerah, informasi keuangan
daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling

terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pernbangunan

daerah.
7. Kas Urnum Daerah adalah tempat penyiropanan uang daerah yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk Kepala Daerah sebagai Kas
Daerah.

10. Bendah a Umum Daerah yang selanju ya disingl at UD adalah PPKD
y g be tindak dala ka as a sebagai BUD.

Pasal 1

: T T R EM ARAN AJI KEPA A PEGAWAI NEGERI
lL L 0 ERAH, WAKIL KEPALA OAERAH PIMPINAN
N AN aOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH

DENGAN SISTEM MANUAL Dr LINGKUP PEMERINTAH OAERAH
SUMBAWA BARAT

M I MU ru N:
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Gaji dan Tunjangan diberikan ada:

a. Calon PNS dan PNS'

b. Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

c. Pirrrpi an dan Angggota DPRD

Pa al2

d na ang di erbitkan

P2D a

a alahP

m ngaj J a

aa
6. P rmintaan P m 'ar n _ ng sclaniu n

do umen yang it rbitk n ol h p jaba an b

ela sanaan kegiatan I b ndahara p ngeluaran

permintaan pemba_ -aran.

17. Surat Perintah Mernbay r yc n ,1 nj ttl. a

dokumen yang digunakarr/rliterbitkan 01 h PI I
SUra Perintah P ncaira 1Dan' ata b

18. Surat Perintah P n airan Dana yan

dokumen yang digunakan ebag i das r J

BUD berdasarkan SPM.
19. Aplil asi Si tern nforrna i Manaj m T lanjutn a disi ka

SIMGAJl adalah program plil 'it m i f rm i pengelo1aa gaji ang

dibangun dania u dik rnb ngl n 1 h PT.Ta pen.

a1

p

mb . rk n

g u uk k _ rlu

1 .

1 .

1 . Ku

11· Pengguna Anggaran yang selanjutn a di ingk t jabatp adal h
pemegang kewenangan penggunaa meln anggaran untu
pokok dan fungsi S PD ang ipimpinn

12. Kuasa Rend har rn m h in 0a
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Pelaksanaart Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran
2021.

Pasal5

(1) Dokumen SPM-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta

penghasilan lainnya terdiri dari:

a. surat pemyataan tanggungjawab mutlak bermaterai yang

ditandatangani PA/KPA
b. penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang dan jasa yang

ditandatangani oleh PPK-SKPD
c. Lampiran Daftar Gajiyang disahkan oleh PA

d. Bukti cetak (print out) e-billinq untuk penyetoran pajak sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(2) SPM LS sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke BUD untuk
d:iterbitkan SP2D.

(3) Penerbitan SP2D oleh BUDdilakukan dengan menggunakan program
aplikasi MicrosoftOfficeExcel.

(4) SP2Dyang telah disahkan diajukan ke Bank Persepsi selaku Kas Umum
Daerah

Pasal4

Tata Cara P mbayaran Gaji secara Manual adalah sebagai berikut :

(1) Bendahara Pengeluaran SKPDmembuat daftar gaji dalam aplikasi SIM
aji

(2) Daftar Gaji sebagairnana dimaksud ayat (1) dicetak dan ditandatangani
oleh PA.

(3)Pengguna Anggaran (PA)menerbitkan SPP dan SPM LS Gaji yang telah

diverifikasi oleh PPKKeuangan.

(4) Membuat potongan pihak ketiga (IWP,PPh Pasal21 dan Baznas).

(5) Penerbitan SPP dan SPM LS Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3)

dilakukan menggunakan program aplikasi MicrosoftOfficeExcel.

Pasa13
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